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KABUT ASAP VMIENJADI POLEMIK
DI DALAM DAN LUAR NEGERI

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan kabut asap yang
dapat menyebar, melintasi batas-batas daerah bahkan negara. Kabut asap ini, selain menimbulkan korban,

juga memicu konflik. .
Di Riau, tepatnya Peckanbaru, hasil pengukuran Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) ASMC (Pusat Meteor°|ogl PEM ERINT H RI

menunjukkan kualitas udara yang sangat tidak sehat' dan hal ini memaksa Ketua Perhimpunan Rumah Khusus Asean)
Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Daerah Riau, Nuzelly Husnedi, mengimbau seluruh rumah sakit di Riau,

baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, untuk membuka posko kesehatan untuk melayani korban

bencana kabut asap’. Pemerintah Provinsi Riau juga mendirikan posko rumah singgah untuk warga

terdampak asap yang tersebar di 14 titik lokasi di Kota Pekanbaru, di antaranya rumah jabatan Asisten 2,

rumah jabatan Asisten 3, Aula Dinas Sosial Provinsi Riau, Aula Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Aula

Bappeda Provinsi Riau, Aula Rumah Sakit Jiwa Tampan, dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan

Perlindungan Khusus (BRS-AMPK)'.

Di Riau, tepatnya Pekanbaru, hasil pengukuran Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)
menunjukkan kualitas udara yang sangat tidak sehat dan hal ini memaksa Ketua Perhimpunan Rumah
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baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, untuk membuka posko kesehatan untuk melayani korban
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Di Pontianak, kabut asap telah menyebabkan penerbangan di Bandara Pangsuma di Putussibau, —
dibatalkan, karena terbatasnya jarak pandang’. Lion Air Group juga memutuskan untuk membatalkan
belasan dan menunda puluhan penerbangannya di wilayah Kalimantan dan Sumatera™. S I N G A P U R A

Tak cukup hanya kerugian tersebut, kiriman kabut asap bahkan sudah melintasi batas negara. Pada
pertengahan September lalu, warga Malaysia dan Singapura sempat merasakan kabut asap seperti yang
dirasakan oleh warga negara Indonesia sejak awal Agustus 2019. Potret kota Kuala Lumpur yang tertutup
kabut asap sempat menjadi viral di media sosial. Sementara itu, pada Rabu, 18 September 2019, lebih dari
1.200 sekolah ditutup karena polusi udara yang terjadi’. Di Singapura, penyelenggaraan balapan Formula
One terancam batal karena kualitas udara yang yang semakin parah®.

Hubungan Indonesia dan Malaysia sempat memanas karena kabut asap. Badan Pusat Meteorologi
Khusus ASEAN (ASMC) menyebutkan, kabut asap yang mencemari wilayah udara Malaysia dan
sejumlah negara tetangga lainnya berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Di Singapura, Indeks
Standar Polutan (ISP) menembus tingkat tidak sehat akibat kabut asap dari Indonesia’. Malaysia bahkan
dikabarkan telah mengirimkan nota diplomatik ke Indonesia berisikan protes terkait penyebaran kabut
asap kebakaran hutan yang sudah sampai ke negeri jiran'’.

Menanggapi perihal kabut asap yang sudah sampai ke negara tetangga tersebut, beberapa pejabat
Indonesia angkat bicara. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa faktor arah angin dan
adanya peningkatan jumlah hotspot di Malaysia membuat asap tidak mungkin menyeberang ke
Malaysia''. Senada dengan BMKG, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya,
menunjukkan peta sebaran titik panas yang juga berasal dari Malaysia sehingga karhutla di Indonesia
bukan penyebab tunggal kabut asap”.

Pro dan kontra masalah penanganan karhutla ini juga terjadi antara pejabat pemerintah daerah maupun
pusat. Anggota DPRD Riau dari PKB, Muhammad Adil, mengatakan jika memang tidak ada juga
keseriusan pemerintah yang sudah diberikan anggaran untuk memadamkan api, maka jalan satu-satunya
masyarakat harus menggugat pemerintah”. Sementara itu, Presiden Joko Widodo membebankan
tanggung jawab terhadap karhutla dan kabut asap kepada masyarakat dan meminta seluruh masyarakat
agar tak lagi melakukan pembakaran hutan dan lahan'.

Abainya pemerintah daerah menyedot perhatian publik ketika ratusan mahasiswa dari Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim berunjuk rasa di depan gerbang Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru
pada Senin, 16 September 2019 untuk memprotes kelambanan pemerintah daerah dalam menanggulangi
karhutla serta dampaknya'*. Hal yang senada juga disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), Doni Monardo, yang mengkritisi pemerintah daerah yang dinilai kurang peduli dengan
kondisi kebakaran hutan karena para kepala dacrah absen ketika pengarahan antisipasi kebakaran hutan'’.
Lebih jauh lagi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto,
mengatakan seharusnya pemerintah daerah bisa mandiri dalam menangani karhutla yang terjadi setiap
tahun'. Wiranto bahkan menyebut modus baru dalam karhutla karena persoalan politik, seperti
pembakaran hutan yang terjadi di Kalimantan karena urusan pemilihan kepala daerah (Pilkada)".
Sementara permasalahan kabut asap ini terus menjadi polemik di Indonesia, ada masyarakat korban kabut
asap di tiga negara. Dalam hal pertanggungjawaban, Indonesia bisa belajar dari Malaysia. Ketika ada
tuduhan tiga perusahaan Malaysia disangkakan terlibat dalam karhutla di Indonesia, Perdana Menteri
Malaysia, Mahathir Mohamad sudah berencana membuat UU yang dapat menjerat perusahaan yang
membakar lahan mereka, meskipun di luar Malaysia. Selain UU tersebut, Menteri Perindustrian
Malaysia, Teresa Kok, berencana akan membekukan izin operasi perusahaan Malaysia jika terbukti
melakukan pembakaran hutan dan lahan di Indonesia'.

Di Indonesia, pemerintah juga diminta untuk dapat lebih tegas dalam menindak pelaku pembakaran
hutan dan lahan. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, meminta agar pemerintah tidak
menutup-nutupi nama-nama perusahaan Indonesia tersebut dan dituliskan secara terang benderang,
tidak lagi menggunakan inisial dan juga harus disebutkan grup perusahaannya. Hal ini harus dilakukan
karena pemerintah sering kali hanya menindak anak-anak perusahaan yang ditemukan di lapangan, KALI M AN TAN
namun enggan menindak hingga ke tingkat induk perusahaan. Senada dengan pernyataan Nur Hidayati,

Direktur Walhi Jambi, Rudiansyah, menyebut dari 46 perusahaan di tahun 2015 yang ditetapkan bersalah
hanya dua perusahaan yang dijatuhi vonis™.

Indonesia harus mengejar perusahaan-perusahaan penyebab kabut asap, karena korporasi inilah
pemilik lahan terluas. Seperti yang dinyatakan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, bahwa
penyumbang kabut asap terbesar berasal dari karhutla di wilayah konsensi perusahaan. Sebab, lahan
pertanian warga yang terbakar hanya 1-2 hektar, sementara, kebakaran di lahan konsesi bisa mencapai ‘
ratusan hektar’ . Jika Malaysia sudah berencana menghukum perusahaan penyebab karhutla di Indonesia,
seharusnya pemerintah Indonesia dapat lebih tegas lagi menghukum setiap korporasi dalam negeri
penyebab karhutla, bahkan hingga ke induk perusahaannya.

Penanganan karhutla juga bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu,
menjaga komitmen dari seluruh pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,
sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, juga sangat penting”’. Dukungan pemerintah
daerah lewat infrastrukturnya sangat dibutuhkan pemerintah pusat untuk membantu penanggulangan
serta pencegahan karhutla®.
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